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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

  2. 

 

 

 

3. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standart Operasional 

Prosedur Administrasi Pemerintahan; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 

320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang  Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Tahun 210); 

  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON 

PROGO NOMOR 8 TAHUN 2025 

TENTANG PERUBAHAN ATAS 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 

TAHUN 2022 TENTANG STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN 

PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KULON PROGO 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraf Koordinasi 

Divisi Keuangan, Umum, Logistik 

dan Rumah Tangga 

 

Divisi Teknis Penyelenggaraan  

Divisi Hukum dan Pengawasan  

Divisi Sosialisasi, Pendidikan 

Pemilih, Parmas dan SDM 

 

Divisi Perencanaan, Data dan 

Informasi 

 

Sekretaris  

Kasubbag Hukum dan SDM  

Kasubbag Keuangan, Umum dan 

Logistik 

 

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, 

Parmas dan Hubmas 
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KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KULON PROGO 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 

NOMOR 15 TAHUN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  KABUPATEN KULON PROGO                                                  

TAHUN 2025 

                                

 A l a m a t  :  J a l a n  W a k h i d  H a s y i m ,  B e n d u n g a n ,  W a t e s ,  K u l o n  

P r o g o  T e l e p h o n e :  0 2 7 4  7 7 4 4 3 ,  F a x :  0 2 7 4  7 7 4 4 3 3  
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Tahun 320) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 
Tahun 2020 tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 
Tahun 210); 

4. Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 35 
Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Standart 
Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 
 

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN 

1. SOP Pelayanan Informasi dan 
Dokumentasi; 

2. SOP Penerimaan Tamu 
Kedinasan 
 

1. Buku tamu 
2. ID card tamu 
3. Ruang tunggu; 
4. Aplikasi SIPADA; 
5. Minuman; 
6. Media cetak; 
7. TV; 
8. Backdrop maklumat pelayanan; 
9. Komputer dan printer; 
10. Formulir kepuasan layanan;  
11. ATK; dan 
12. Dispenser. 

 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Jika tidak dilaksanakan akan 
mempengaruhi citra KPU 
Kabupaten Kulon Progo dalam 
pelayanan publik. 

 
 

- Memastikan bahwa tamu mengisi 
buku tamu; 

- Mencatat maksud dan tujuan tamu; 
- Tamu  meninggalkan identitas/KTP di 

ganti dengan ID card tamu; 
- Peyampaian hasil layanan publik; 
- Pendokumentasian. 
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FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

PELAYANAN PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO 

 

No Kegiatan 

Pelaksana Mutu Baku 
Staf Sub Bag 

Sekretariat 
(Jagat 

saksana) 

Ka Sub 
Bag KUL 

Sekretaris 
KPU 

Ketua KPU Kelengkapan Waktu Output 

1 
Tamu mengajukan permohonan 

layanan. 

 
 

 
 

Ruang Jagat Saksana 

 

5 

menit 

Tamu menyampaikan permo-

honan layanan publik. 

2 

Jagat Saksana menerima 
permohonan dari tamu, selanjutnya 

Jagat Saksana meminta KTP, 
mencatat Identitas tamu, 
menanyakan keperluan tamu dan 

memberi kartu identitas tamu. 

 

   

Ruang Jagat Saksana, 

Buku agenda tamu, 
Identitas tamu. ID card 

untuk tamu 
ATK, aplikasi SIPADA 

5 
menit 

Jagat saksana mencatat identitas 
dan permintaan layanan dari 

tamu.   

3 

Jagat Saksana mengarahkan tamu ke 
ruang tunggu pelayanan (Ruang 

Pendopo), Jagat saksana melaporkan 
kepada petugas piket dan Kepala Sub 

Bagian Keuangan, Umum dan 
Logistik. 

  

  

Ruang tunggu pelayanan 
Ruang Pendopo), rak buku 

literatur, air mineral, 
tempat media cetak. 

charger station, akses free 
wifi. 

5 
menit 

Tamu dapat menunggu di ruang 
tunggu pelayanan (Ruang 

Pendopo) yang cukup nyaman 

4 
Petugas Piket menemui tamu untuk 
klarifikasi layanan publik yang 

diminta. 

 

   

ATK untuk mencatat secara 
detail layanan yang di 

minta tamu. 

5 
menit 

Petugas piket menyampaikan 
kebutuhan tamu kepada yang 

dituju 

5 

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum 

dan Logistik melaporkan kepada 
Ketua/Sekretaris KPU. 

  

  

Ruang Ketua/Sekretaris 
KPU Kabupaten Kulon 

Progo. 
 

5 

menit 

Laporan kepada pimpinan 

apakah permohonan dapat 
dilayani atau tidak. Jika tidak 

dapat dilayani maka Kasubag 
KUL menemui tamu bahwa 
permohonan tidak dapat dilayani. 

6 Pemberian layanan publik  
   

Pemenuhan layanan publik  
20 

menit 

Proses pemberian pelayanan 

publik.  

Sesuai Permenpan RB 

Nomor 35 Tahun 2012 
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7 Pendokumentasian  
 

  Buku, Foto 
3 

menit 
Penyampaian layanan disertai 
pendokumentasian.  

8 
Tamu mengisi formulir layanan 
kepuasan 

 
   

Ballpoint, formulir layanan 
kepuasan 

10 
menit 

Tamu/tamu mengisi formulir 
layanan. 

9 
Pemberian pelayanan publik selesai 
dan tamu dapat mengambil 

Identitas/KTP di ruang Jagat saksana 

 
   

Permohonan saran dan 
kritik untuk perbaikan 

pelayanan 

5 
menit 

Pemberian pelayanan selesai, 
tamu dapat kembali mengambil 

identitas/KTP. 

 

Keterangan Simbol dalam Flowchart : 

1) Simbol Kapsul/Terminator (              ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir; 

2) Simbol Kotak/Process (             ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi; 

3) Simbol Belah Ketupat/Decision (            ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan; 

4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow (           ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan); 

5) Simbol Segilima/Off-Page Connector (             ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman. 
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